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Ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah aset [endnoteRef:1]di Kota Mataram masih bermasalah. Salah satunya diklaim sebagai hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat. Kendati telah mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi NTB untuk dilakukan gugatan[endnoteRef:2], namun Pemkot Mataram masih sungkan memperkarakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat delapan aset bermasalah belum tuntas. Antara lain, lapangan Malomba, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan. Bangunan kantor BPP Bertais, Tanah Kebun Bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasum dan fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Rumah Potong Hewan di Kelurahan Tanjung Karang [1:  aset /asét/ n 1 sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan: -- perusahaan; gerakan rakyat yang memerdekakan bangsa merupakan – nasional [vide: Arti kata aset - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online]]  [2:  gugatan/gu·gat·an/ n 1 tuntutan; 2 celaan; kritikan; sanggahan [vide: gugatan/gu·gat·an/ n 1 tuntutan; 2 celaan; kritikan; sanggahan;]] 

Delapan aset ini kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui akhir pekan kemarin, mengaku aset tersebut telah ditata kembali dan dipantau langsung oleh Korwil 3 Komisi Antirasuah. Tahapannya baru dilakukan identifikasi dan menyelesaikan secara bertahap. “Masalahnya di mana. Ini yang diidentifikasi dulu,” kata Alwan. Bukti kepemilikan atau dokumen menjadi permasalahan krusial dihadapi. Alwan mengatakan, aset ini memiliki permasalahan berbeda-beda. Tim memfokuskan penyelesaian terhadap aset yang lengkap dokumen serta tidak memiliki tingkat kesulitan. Penyelesaian diawali dari aset RPH di Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. “KPK tetap menekankan supaya perkara ini cepat selesai,” tandasnya.
Pusat perbelanjaan di Kelurahan Pejanggik memiliki titik terang. Kala itu, Kejaksaan Tinggi NTB telah merekomendasikan menggugat secara perdata maupun pidana. Namun demikian, Pemkot Mataram masih sungkan memperkarakan warga. Alwan mengelak bahwa pemerintah sungkan atau tidak berani menggugat. Pasalnya, dokumen digunakan sebagai bukti gugatan tidak ada. “Bukan sungkan, tapi dokumen yang kita jadikan itu apa,” tandasnya.
Pihaknya belum berani menargetkan kapan delapan aset tersebut bisa tuntas. Satu aset dengan aset lainnya memiliki permasalahan berbeda – beda. Meskipun sambung Alwan, KPK telah memfasilitasi antara Pemprov NTB, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram untuk mencari titik terang. Seperti Lapangan Malomba masih berproses karena berkaitan dengan TNI AL, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar. “Kita jelaskan juga ini permasalahannya. KPK menjadikan itu sebagai catatan,” demikian kata Alwan. (cem). 

Catatan
Dalam PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. [footnoteRef:1] dalam pengelolaan atas aset daerah adalah tanggungjawab dari pengelola barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.[footnoteRef:2] [1:  Pasal 1 angka 2 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Daerah]  [2:  Pasal 1 angka 3 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Daerah] 

Prinsip-prinsip pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan atas asa:
a. Asas Fungsional
b. Asas Kepatian Hukum
c. Asas Transparansi
d. Asas Efisiensi
e. Asas Akuntabel
f. Asas Kepastian Nilai.[footnoteRef:3] [3:  Pasal 3 angka 1 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Daerah] 

Lebih lanjut dalam pelaksanannya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. Penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. Pemusnahan;
i. Penghapusan;
j. Penatausahaan; dan
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.[footnoteRef:4] [4:  Pasal 3 angka 2 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Daerah] 
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